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BABI 

PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang dan Rumusan Permasalahan 

Dampak globalisasi, dengan akan diadakannya pasar bebas Asean di tahun 

2003 dan pasar bebas dunia tahun 2020 sebagai akibat berlakunya "General 

Agreement on Trade in Service (GATS)" yang merupakan bagian dari perjanjian 

Marrakesh 1994 yang telah diratifikasi oleh pemerintah indonesia, sudah dapat 

dipastikan akan berdampak pada berbagai bidang kehidupan; baik politik, hukum, 

sosial-budaya, tidak terkecuali dalam bidang ekonomi, teknologi dan ilmu 

pengetahuan, dan oleh karena itu memerlukan pembenahan serta pembaharuan 

sesegera mungkin pada segala bidang kehidupan tersebut. Tuntutan akan 

pembenahan serta pembaharuan tersebut semakin jelas setelah terjadinya badai 

ekonomi sekitar tahun 1997 yang sempat memporak-porandakan hampir semua 

bidang kehidupan bangsa Indonesia, dimana keterpurukan ekonomi nasional 

tersebut berakibat banyaknya perusahaan-perusahaan yang menghentikan 

produk.sinya atau menutup usahanya, banyak pemutusan hubungan kerja (PHK) 

secara besar-besaran yang menimbulkan munculnya permasalahan-permasalahan 

serta kerawanan-kerawanan sosial. Sejak saat itu mulai muncul suatu kesadaran 

semua pihak, baik itu pemerintah, swasta maupun individu warga masyarakat 

unruk sesegera mungkin melakukan pembenahan-pembenahan terutama pada 

sektor-sektor yang merupakan pilar utama kehidupan bemegara misalnya pada 

sektor ekonomi dan disamping itu juga melakukan upaya-upaya peningkatan 
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sumber daya manusia sehingga diharapkan akan mampu menghadapi tuntutan 

serta mengikuti perkembangan jaman. 

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 secara jelas telah dirumuskan bahwa 

perjuangan bangsa Indonesia bertujuan untuk mencapai masyarakat Indonesia 

yang adil dan makmur, dalam arti mencapai kesejahteraan sosial bagi seluruh 

rakyat Indonesia, dimana setiap warga negara memperoleh kehidupan yang layak. 

Untuk mencapai tujuan tersebut maka dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara 

telah ditetapkan suatu pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan 

kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai upaya mencapai masyarakat 

yang adil dan makmur sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 

1945. Dalam pelaksanaan pembangunan nasional, kualitas sumber daya manusia 

sangat menentukan berhasil-tidaknya tujuan pembangunan nasional. Oleh karena 

itu sudah menjadi keharusan adanya upaya-upaya khusus untuk meningkatkan 

kemampuan, keterampilan, clan keahlian sumber daya manusia yang pada 

gilirannya diharapkan dapat berdaya guna secara optimal dalam proses 

pembangunan nasional serta mampu bersaing dalam era global. 

Pada negara-negara berkembang seperti Indonesia, pertumbuhan penduduk 

yang tinggi dan penyebaran penduduk yang kurang seimbang merupakan salah 

satu permasalahan ketenagakerjaan di tanah air, dimana kebutuhan-kebutuhan 

kerja bagi para tenaga kerja yang telah mencapai usia kerja demikian besar di 

daerah yang sangat padat penduduknya, sedang didaerah-daerah yang kurang 

padat penduduknya dapat dikatakan kekurangan tenaga kerja berusia muda yang 
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cakap dan terampil. 1 Hal tersebut menunjukan betapa mendesaknya dilakukan 

upaya-upaya pembenahan serta pemerataan pada sektor industri, agar dapat 

secara merata memenuhi kebutuhan-kebutuhan kerja bagi usia-usia produktif guna 

mendukung tercapainya stabilitas nasional dan stabilitas pembangunan nasional 

yang mantap. 

Menyadari begitu pentingnya keberadaan pekerja bagi tercapainya tujuan 

pembangunan nasional dan di samping itu sering te~jadinya tindakan sewenang

wenang terhadap pekerja, karena kedudukan pekerja yang lemah secara ekonomi 

dan memerlukan suatu pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, yang 

dengan kondisi tersebut pengusaha dapat berbuat apa saja terhadap pekerja. Imam 

Soepomo menyatakan bahwa secara sosiologis tenaga kerja adalah tidak bebas, 

yang tidak mempunyai bekal hidup lain selain tenaganya sehingga mereka 

terpaksa bekerja pada orang lain sebagai majikan dan majikan tersebut yang pada 

dasamya menentukan syarat kerja sehingga tenaga kerja hams mengikuti 

kehendak majikannya.2 Dengan kondisi-kondisi seperti di atas menunjukkan 

pentingnya suatu perlindungan hak-hak pekerja, yang karena posisi yang lemah 

dapat menjadi objek kesewenang-wenangan para majikan atau pengusaha. 

Prinsip perlindungan hukum bagi para pekerja perlu terns ditingkatkan 

mengingat pekerja mempunyai peranan yang sangat penting dalam mekanisme 

perusahaan, di mana tanpa adanya pekerja proses kegiatan usaha atau produksi 

perusahaan tidak dapat berjalan dengan baik. Prinsip-prinsip perlindungan hukum 

1 G. Kartasapoetra, RG. Kartasapoetra, AG. Kartasapoetra, Hukum Perburuan di Indonesia 
Berlandaskan Pancasila, cet.ill, Sinar Grafika., Jakarta, 1992, h. 1. 

2 Imam Soepomo, Pengantar Hukum Perburuhan, Djembatan, Jakarta, 1992, h.56. 
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bagi para pekerja tampak dalam Tap MPR-RI Nomor Il/MPR/1993 tentang 

Garis-Garis Besar Haluan Negara yang mengatur tentang tenaga kerja, 

menegaskan bahwa : 

Perlindungan tenaga kerja yang meliputi hak berserikat, berkumpul dan 
berunding bersama, keselamatan dan kesehatan kerja, Jaminan sosial 
tenaga kerja yang mencakup jaminan hari tua, Jaminan kesehaatan, 
jaminan terhadap kecelakaan dan kematian kerja serta syaraH,yarat kerja 
lainnya, perlu dipertimbangkan dampak ekonomi dan moneternya, 
kesiapan sektor terkait, kondisi pemberi kerja, lapangan kerja dan 
kemampuan tenaga kerja, khususnya tenaga kerja wanita perlu diberi 
perhatian daan perlindungan sesuai dengan kodrat, harkat dan 
martabatnya. 

Dipertegas kembali dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 1969 tentang 

ketentuan- ketentuan pokok mengenai tenaga kerja, pasal 9 menyebutkan: 

"Tiap-tiap tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan atas 
keselamatan, kesehatan, serta kesusilaan, pemeliharaan moril kerja serta 
perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan norma agama ". 

Sebagaimana diatur pula dalam pasal 108 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 tahun 

1997 tentang ketenagakerjaan, yang menyatakan bahwa: 

(]) Setiap pekerja mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas : 

a. keselamatan dan kesehatan ke1ja ; 

b. moral dan kesusilaan; 

c. perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta 
nilai-nilai agama. 

Tindak lanjut dari kebijaksanaan tersebut tertuang dalam Ketetapan MPR 

RI No. II/MPR/1993 tentang Garis-garis besar Haluan Negara ditegaskan bahwa 

dalam pembangunan bidang ketenagakerjaan perlu dibina dan dikembangkan 

perbaikan syarat-syarat kerja serta perlindungan tenaga kerja dalam sistem 

Hubungaan Industrial Pancasila yang menuju peningkatan kesejahteraan tenaga 

kerja. Hubungan Industrial Pancasila yang merupakan suatu hubungan antara 
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pelaku proses produksi barang dan jasa, yang dijiwai oleh nilai-nilai yang 

merupakan manifestasi dari sila-sila Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 

serta kepribadian dan kebudayaan Bangsa Indonesia. 3 

Dengan sistem Hubungan Industrial Pancasila tersebut diharapkan akan tercipta 

pola hubungan yang serasi antara pekerja dan pengusaha dalam proses produksi 

barang clan jasa. corak Hubungan Industrial Pancasila memiliki karakteristik 

sebagai berikut : 

1. Buruh dan pengusaha merupakan teman seperjuangan di dalam proses 

produksi, hal ini berarti pengusaha maupun buruh wajib bekerja sama 

dengan penuh toleransi serta saling membantu dalam kelancaran usaha 

dengan meningkatkan produksi; 

2. Buruh dan pengusaha merupakan teman seperJuangan dalam usaha 

menghasilkan dan memperoleh keuntungan, hal ini berarti kentungan 

yang diterima oleh pengusaha dinikmati bersama-sama dengan bagian 

yang layak dan seimbang; 

3. Buruh dan pengusaha merupakan teman seperjuangan didalam memikul 

tanggungjawab, yaitu: 

a. Tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa ; 

b. Tanggungjawab kepada Bangsa dan Negara; 

c. Tanggung jawab kepada lingkungan .masyarakat; 

d. Tanggung jawab kepada buruh beserta keluarga; 

e. Tanggung jawab kepaada perusahaan dimana buruh bekerja. 
4 

3 G. Kartasapoetra, R.G. Kartasapoetra, A.G. Kartasapoetra, op.cit., h.22. 

4 lbid, h.24. 
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Asas Partnership dalam hubungan Industrial Pancasila sebagaimana yang 

di uraikan diatas, merupakan suatu sistem Industrial yang menekankan pada 

kemitraan dan kesamaan kepentingan sehingga dapat memberdayakan dan 

mendayagunakan pekerja secara optimal, menciptakan hubungan kerja yang serasi 

dan harmonis sehingga menimbulkan suasana dan lingkungan yang kondusif, 

ketenangan bekerja dan berusaha baik bagi pekerja maupun pengusaha sehingga 

dapat menimbulkan produktifitas perusahaan serta meningkatkan kesejahteraan 

pekerja dan keluarganya dan pada akhimya mewujudkan masyarakat Indonesia 

yang maju dan sejahtera sebagaimana yang dicita-citakan bersama. 

Mengingat peran pekerja sangat penting dalam upaya mencapai tujuan dari 

sistem Hubungan Industrial Pancasila tersebut maka diperlukan suatu wadah bagi 

pekerja untuk dapat berpartisipasi secara aktif Sampai saat ini wadah bagi pekerja 

di Indonesia yang telah mendapat legitimasi dari pemerintah adalah Serikat 

Pekerja. Dengan pembentukan organisasi pekerja tersebut diharapkan dapat 

menjadi sarana untulc memperjuangkan kepentingan-kepentingan tenaga kerja 

secara lebih optimal, sistematis dan terkoordinasi. 

Sesuai peran dan fungsinya, Serikat Pekerja ini akan menampung dan 

menyalurkan aspirasi pekerja, serta memperjuangkan kepentingan pekerja dengan 

jalan kekeluargaan, tertib dan musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai 

dengan asas Hubungan Industrial Paancasila. Lebih jauh peran Serikat Pekerja 

tampak dalam usaha memperjuangkan kepentingan pekerja yang diwakili agar 

dapat diterima oleh pihak pengusaha melalui penyelenggaraan Kesepakatan Kerja 

Bersama yang selanjutnya disebut KKB, yang dahulu dikenal dengan Perjanjian 
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Perburuhan. Mengenai perbedaan istilah tersebut telah dinyatakan dalam pasal 1 

huruf a Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per-Ol/Men/1985 tentang 

pelaksanaan Tata Cara Pembuatan Kesepakatan Kerja Bersama yang 

menyatakan : 

"Kesepakatan Kerja Bersama adalah Perjanjian Perburuhan 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 tahun 195-1 ". 

KKB merupakan suatu peraturan induk dalam mengadakan perjanjian kerja, yang 

artinya pekerja dan pengusaha yang terikat pada suatu KKB dalam membuat suatu 

perjanjian kerja harus berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang ditetapkan 

dalam KKB tersebut, sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat 1 Undang-Undang 

Nomor 21 tahun 1954 tentang Perjanjian Perburuhan antara Serikat Pekerja 

dengan Pengusaha yang mendefinisikan KKB sebagai : 

"Perjanjian tertulis yang diselenggarakan oleh Serikat Pekerja atau 
Serikat-Serikat Pekerja yang didaftarkan pada departemen teruiga kerja 
dengan Pengusaha, Pengusaha-Pengusaha, Perkumpulan Pengusaha 
yang berbadan hukum, yang pada umumnya atau semata-mata memuat 
syarat-syarat yang harus diperhatikan dalarn Perjanjian Kerja. " 

Selanjutnya pekerja dan pengusaha yang berada dalam ruang lingkup 

berlakunya KKB, tidak dapat menetapkan syarat-syarat kerja yang bertentangan 

dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam KKB, sebagaimana dalam pasal 

9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1954 disebutkan bahwa syarat-syarat kerja 

dalam perjanjian kerja yang bertentangan dengan syarat-syarat kerja yang 

ditetapkan dalam KKB adalah tidak sah, dan dalam keadaan demikian maka yang 

berlaku adalah ketentuan syarat-syarat kerja yang diatur dalam KKB. Disamping 

itu untuk mengantisipasi tidak diaturnya syarat kerja yang ditetapkan dalam KKB, 

pasal 1 O menetapkan bahwa jika dalam suatu perjanjian kerja tidak memuat 
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syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam KKB, maka syarat-syarat kerja yang 

ditetapkan dalam KKB itu berlaku pada perjanjian kerja. Ketentuan-ketentuan 

diatas menunjukan begitu pentingnya kedudukan KKB dalam sistim hubungan 

industrial pancasila, baik sebagai lembaga perlindungan hukum maupun sebagai 

lembaga partisipasi yang berorientasi pada usaha-usaha pengembangan, 

melestarikan, keserasian hubungan kerja dan kesejahteraan bersama. 

KKB pada dasamya merupakan suatu perjanjian yang bersifat keperdataan, 

karena itu asas-asas dalaam hukum perjanjian berlaku padanya sebagaimana pasal 

1338 ayat 1 KUH Perdata menyebutkan bahwa: 

"Semua perjanj iaan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang
undang bagi mereka yang membuatnya. " 

Maka dalam proses pembuatannya, KKB didasarkan pada asas kebebasan 

berkontrak, dimana kepada para pihak yang menyelenggarakan KKB diberikan 

kebebasan dalam menentukan segala hal yang dikehendaki baik mengenai bentuk 

maupun isi perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan 

kesusilaan. Oleh karena itu berlaku asas Pacta Sunt Servanda. karena KKB 

terbentuk atas dasar kesepakatan para pihak penyelenggara KKB sehingga 

ketentuan-ketentuan dalam KKB tersebut mengikat para pihak layaknya Undang

undang. Pihak-pihak yang terikat dengan KKB bukan hanya Serikat Pekerja dan 

pengusaha s~bagai pih~k yang menyelenggarakan KKB secara langsung, tetapi 

juga anggota-anggota dari serikat pekerja maupun organisasi pengusaha. 

Undailg-Undang No. 21 tahun 1954 disebut sebagai suatu perkecualian 

dalam hukum perdata, karena serikat pekerja dan pengusaha atau organisasi 

pengusaha sebagai pihak-pihak yang mengadakan perjanjian dalam bentuk KKB 
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mengikat anggota-anggotanya dan dapat pula mengikat yang bukan anggota. 5 

Diberlakukanya ketentuan KKB dalam perjanjian kerja antara pekerja bukan 

anggota serikat pekerja dan pengusaha, menurut penjelasan Undang-undang No. 

21 tahun 1954 adalah agar pengusaha tidak dapat menerima pekerja dengan upah 

yang lebih rendah atau persyaratan kerja yang kurang dari yang ditentukan dalam 

KKB, sehingga menimbulkan konkurensi antara pekerja anggota dan bukan 

anggota Serikat Pekerja.6 Khusus mengenai anggota serikat pekerja atau anggota 

organisasi pengusaha telah diatur dengan tegas dalam Undang-Undang No. 21 

tahun 1954 tentang Perjanjian Perburuhan antara Serikat Pekerja dengan 

Pengusaha. 

Mengingat dalam praktek hampir semua KKB memberlakukan 

ketentuannya bagi semua pekerja,7 dan tidak semua KKB yang diselenggarakan 

oleh para pihak melibatkan orgar,isasi pengusaha didalamnya maka dalam hal ini 

penyusun membatasi kajiannya dalam ruang lingkup para pekerja sebagai anggota 

dari Serikat Pekerja dan pengusaha sebagai para pihak yang terlibat dalam 

penyelenggaraan KKB tersebut. 

Pekerja terikat akibat hukum dari penyelenggaraan KKB karena : 

1. Pekerja menjadi anggota serikat pekerja yang bersangkutan; 

2. Pekerja baru masuk menjadi anggota serikat pekerja; 

5 H.L.Bakels, Scbets van bet Nederlands Arbeidsrecbt, Kluwer, Deventer, 1990, h.149 dalam 
Maarten L. Souhoka, Akibat Hukum KeseJ)akatan Kerja Bersa.ma pada Pekerj~ 
Yuridik~ Vol.14~No.5~September-Oktober 1999: h.398. 

6 Maarten L. Souhok~ Akibat Hukum Kese.pakatan Ketja Bersama pada peketj~ Yuridika, vol.14, 
No.5, September-Oktober 1999: h. 404. 

7 Hasil penelitian untuk Disertasi M.L Souhoka, 1997 dalam Ibid., h. 400. 
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3. Pekerja keluar dari serikat pekerja. 

Pekerja yang dikarenakan point 1 dan 2 , terikat oleh KKB karena sesuai fungsi 

dari serikat pekerja sebagai organisasi pekerja yang mewakili kepentingan para 

pekerja dalam pembuatan KKB oleh karena itu norma-norma yang ditetapkan 

melalui serikat pekerja mengikat pula anggota-anggotanya, dalam hal ini para 

pekerja yang diwakilinya, wa!aupun anggota serikat pekerja tersebut tidak 

menjadi pihak yang terlibat secara langsung dalam proses pembuatan KKB, 

sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1954 

tentang Perjanjian Perburuhan antara Serikat Pekerja dengan Pengusaha, 

menyatakan bahwa : 

lvfereka yang selama waktu berlakunya perjanjian perburuhan adalah 
anggota atau menjadi anggota serikat pekerja atau perkumpulan majikan 
yang menyelenggarakan perjanjian tersebut dan tersangkut di dalam 
perjanjian itu, terikat oleh perjanjian itu. 

Sedangkan mengenai pekerja yang telah keluar dari serikat pekerja seperti 

disebutkan point 3, terikat pada KKB karena Undang-Undang sebagaimana 

dijelask~.n dalam penjelasan pasal 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1954, 

ketentuan tersebut dimak:sudkan sebagaai upaya mencegah seorang pekerja yang 

telah keluar dari keanggotaan serikat pekerja, yang bermaksud menghindarkan 

diri dari kewajiban-kewajiban yang berlaku baginya sebagaimana diatur 

dalamKKB. 

Dengan penyelenggaraan KKB tersebut diharapkan muncul suatu jaminan 

ak:an hak dan kewajiban baik bagi pekerja maupun pengusaha dengan lebih jelas 

clan tegas sehingga masing-masing pihak dalam menjalankan tugasnya tidak akan 

menimbulkan suatu pertentangan kepentingan maupun tindakan kesewenang-
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wenangan, selanjutnya akan muncul ketenangan kerja bagi pekerja dan 

kelangsungan usaha bagi pengusaha sehingga pada akhimya akan tercipta suatu 

kepastian dan perlindungan hukum bagi pengusaha maupun pekerj a. 

Pada dasamya setiap pekerja yang melakukan suatu pekerjaan, tujuaannya 

adalah untuk mendapatkan penghasilan yang layak. Posisi pekerja yang rata-rata 

berasal dari golongan kurang mampu senantiasa mengantungkan harapannya pad.a 

penghasilan yang diperoleh dari melakukan pekerjaan, yang boleh dibilang minim 

atau pas-pasan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Setiap pekerja 

selalu mendambakan suatu kehidupan yang layak, apalagi dalam menghadapi 

berbagai resiko yang ditemukan dalam menjalankan tugasnya dengan demikian 

kesinambungan penghasilan merupakan hal yang sangat penting bagi pekerja 

dalam upaya membiayai berbagai kebutuhan keluarganya. 

Dalam banyak hal, majikan atau pengusaha memandang pekerja sebagai 

faktor produksi semata-mata, bukan sebagai manusia pribadi, sosok yang 

mempunyai harkat dan martabat, hak-hak serta kewajiban yang harus dilindungi 

dengan. sebaik-baiknya sebagai aset perusahaan dalam rangka pengembangannya.8 

Kepedulian dan rasa tanggung jawab dari majikan (pemberi kerja) terhadap 

pekerja yang bekerja pada perusahaan dapat dilihat dari tersedianya berbagai 

fasilitas penunjang secara memadai, baik secara fisik maupun non fisik, seperti 

upaya pengadaan peralatan pengaman atau upaya meningkatkan pengetahuan clan 

keterampilan para pekerja. Bahwa pekerjan bukan objek atau faktor produksi 

semata-mata tetapi adalah manusia yang mempunyai harkat dan martabat, hak-hak 

8 R. Indiarsoro, dan M.J. Saptenno, Hukum Perburuhm1, cet. I, Karunia, Surabaya, 1996, h.47. 
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serta kewajiban yang perlu diperhatikan dan dilindungi dengan sebaik-baiknya 

yang sesuai dengan prinsip yang terkandung dalam ketentuan pasal 27 ayat (2) 

Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa : 

"Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang 
layak bagi kemanusiaan." 

Pembangunan dalam bidang ketenagakerjaan merupakan bagian dari usaha 

untuk mengembangkan sumber daya manusia yang diarahkan pada tujuan 

meningkatkan harkat, martabat dan kemampuan manusia. Oleh karenanya 

pengembangan masalah ketenagakerjaan dan jaminan sosial bagi tenaga kerja di 

Indonesia mutlak diperlukan mengingat bidang ini sangat menentukan 

keberhasilan pembangunan dalam segala segi. 9 

Berbicara mengenai resiko kerja, kehidupan pekerja tidak berbeda dengan 

orang lain, yang setiap saat akan ditimpa berbagai 1isiko atau peristiwa, baik 

sengaja maupun tidak. Menghadapi resiko itu, maka orang mulai memikirkan 

berbagai cara untuk melindungi atau dengan kata lain upaya untuk menanggulangi 

akibat dari resiko yang menim!)a seseorang atau sekelompok orang. Sehubungan 

dengan itu, dalam dunia ketenagakerjaan dikembangkan cara penanggulangan 

sebagai upaya untuk melindungi pekerja, cara yang sekarang ini dipraktekkan. 

adalah Jaminan Sosial Tenaga Kerja. 10 Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebenamya 

secara spesifik berkaitan dengan masalah ketenagakerjaan dimana pekerja yang 

bekerja pada majikan di perusahaan-perusahaan (pabrik-pabrik) seringkali hams 

9 Lanny Ramly, Jaminan Sosial Tenaga Kerja di lndonesiib cet.I, Airlangga University Press, 
Surabaya, 1997, h. 1. 

10 R. Indiarsoro, dan M.J. Saptenno, op.cit.,h. 45. 
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menghadapi berbagai resiko yang datang secara tiba-tiba, tanpa diketahui secara 

pasti misalnya kecelakaan kerja, sakit atau resiko yang secara alami hams terjadi 

yaitu karena lanjut usia (hari tua), hamil dan kematian. 11 Sebagaimana diatur 

dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 yang menyatakan 

bahwa untuk memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja diselenggarakan 

program Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang pengelolaannya dilaksanakan dengan 

mekanisme asuransi. 

Adapun ruang lingkup program Jaminan Sosial Tenaga Kerja diatur 

secara jelas dalam pasal 6 Undang-Undang No. 3 tahun 1992 tentang Jaminan 

Sosial Tenaga Kerja, yaitu: 

a. Jaminan kecefaka,an kerja; 

b. Jaminan kematian; 

c. Jaminan hari tua; 

d. Jaminan pemeliharaan kesehatan. 12 

Meskipun pemerintah telah berupaya untuk menciptakan sistim Hubungan 

Industrial Pancasila sebagai jawaban atas berbagai masalah ketenagakerjaan di 

Indonesia dan dianggap paling sesuai dengan nilai-nilai filosofi bangsa Indonesia 

yang menekankan asas kemitraan dan kesamaan kepentingan, apalagi dengan 

diselenggarakannya KKB sebagai sarana pelaksanaan Hubungan Industrial 

Pancasila dalam memberikan perlindungan hukum pada pekerja, dimana dengan 

diselenggarakannya KKB diharapkan akan tercipta ketenangan kerja clan jaminan 

kepastian akan hak dan kewajiban masing-masing pihak, baik pekerja maupun 

11 Ibid., h.35. 

12 Lanny Ramly, op.cit., h.2. 
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pengusaha sehingga tidak akan timbul tindakan sewenang-wenang terhadap salah 

satu pihak, namun pada prakteknya masih saja dijumpai perselisihan perburuhan 

yang melibatkan pihak perusahaan dalam hal ini pengusaha dengan pihak pekerja. 

Seperti yang banyak terjadi akhir-akhir ini, maraknya demonstrasi besar-besaran 

yang dilakukan oleh para pekerja yang kebanyakan dilatarbelakangi tuntutan 

akan hak-hak pekerja yang kurang diperhatikan pihak pengusaha. Oleh karena itu 

perlu diketahui secara pasti sampai sejauhmana pelaksanaan KKB, yang 

merupakan sarana pelaksanaan sistim hubungan industrial pancasila, dalam 

memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja. 

Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh KKB dalam memberikan 

perlindungan hukum bagi para pekerja, khususnya di bidang keselamatan kerja, 

maka penulis menyusun beberapa permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaima.na Kesepakatan Kerja Bersama dapat memberikan perlindungan 

hukum dalam bidang keselamatan kerja ? 

2. Upaya apakah yang dilakukan pihak perusahaan dalam rangka pelaksanaan 

perlindungan keselamatan kerja ? 

2. Penjelasan Judul 

Judul dari skripsi ini tersusun sebagai berikut: 

"PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA DI BIDANG 

KESELAMATAN KERJA PADA PT. NESTLE INDONESIA WARU-

SIDOARJO". Berikut akan diuraikan maksud dari judul tersebut. 
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